
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peranan pentnn bani kehidupan manusia karena tanah merupakan

salah  satu  sumber  kehidupan.  Demikian  pentnnnna  tanah  bani  kehidupan  manusia,

karenanna setap manusia innin memiliki dan memperoleh kepastan hukum dalam data

fisik dan data nuridis tanah.Untuk  memperoleh kepastan hukum dalam data fisik dan

data nuridis tanah, maka perlu dilakukan pendafaran tanah.

Dalam pennelennnaraan pendafaran tanah, diperlukan suatu ketelitan nann cermat

untuk memperoleh  data nann  akurat.1 Hasil  ukur  dalam  pendafaran  tanahdapat

mennalami  perubahan akibatbencanaalam,  tanda  batas nann  hilann  dan  kesalahan

dalam  mennukur  karena  kondisi  tanah  nann  tdak  rata. Perubahan   ukuran  tanah

tersebut  mennebabkan  perbedaan  data  fisik  tanah  nann  termuat  dalam  sertpikat

dennan kondisi tanah nann sebenarnna.

Perbedaan  data  fisik  tanah  dapat  mennebabkan  ketdakpastan  hukum  terhadap

obnek  hak  atas  tanah.  Dalam  rannka  mewujudkan terciptanna  kepastan  hukum

terhadap  hak-hak  atas  tanah  maka  diperlukan  pondasi  hukum  nann  kuat.  Pondasi

hukum terkait dennan masalah tanah di Indonesia secara umum diatur dalam Undann-

Undann Nomor 5 Tahun 1960 tentann Peraturan Dasar Pokok-Pokok Anraria nann untuk

selanjutnna disebut UUPA.

1Lihat  Fandri  Etiman  Nae,  Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  yang  Sudah
Bersertifikat, Jurnal LexPrivatum, Vol.1/November/2013, hlm.59



Tanah menurut Pasal 4 anat (1) UUPA adalah “permukaan bumi nann dapat diberikan

kepada dan dipunnai oleh orann-orann baik sendiri maupun bersama-sama dennan orann

lain serta badan hukum”. Pasal 4  anat (2) UUPA menenaskan bahwa tanah-tanah nann

dimaksud  pada  anat  (1)  memberi  wewenann  untuk  mempernunakan  tanah  nann

bersannkutan  sekedar  diperlukan  untuk  kepentnnan  lannsunn  berhubunnan  dennan

pennnunaan  tanah  dalam  batas-batas  menurut  UUPA  dan  peraturan  nann  lebih

tnnni.2Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah:3

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi nann atas sekali;

b. Keadaan bumi disuatu tempat;

c. Permukaan bumi nann diberi batas;

d. Bahan-bahan dari  bumi,  bumi sebanai  bahan sesuatu (pasir,  cadas,  napal  dan

sebanainna).

Dennan dikeluarkannna UUPA dapat mennhilannkan sifat dualisme dalam lapannan

anraria  dan  semua  aturan-aturan  lama  mennenai  konversi,  dihapuskan  dan  dinant

dennan  hak-hak  baru  nann  sesuai  dennan  UUPA.Hukum  anraria  nann  baru  tersebut

didasarkan pada hukum adat  nann sesuai  dennan kepribadian bannsa Indonesia serta

merupakan hukum raknat Indonesia nann asli.

Sesuai  dennan amanat  Pasal  19 UUPA maka setap tanah harus didafarkan pada

kantor  pertanahan  setempat.  Dennan  adanna  pendafaran  tanah  tersebut  seseorann

dapat  dennan  mudah  memperoleh  keterannan  berkenaan  dennan  sebidann  tanah,

sepert hak apa nann dipunnai,berapa luas lokasi tanah, apakah dibebani hak tannnunnan

2Ali Achmad Chomzah,2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta,hlm.111
3Departemen Pendidikan Nasional, 2002,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka,

Jakarta, hlm.1132



dan nann terpentnn adalah tanah tersebut  akan mendapatkan sertpikat  sebanai  alat

bukt hak.

Pendafaran  tanah  memberikan  jaminan  kepastan  hukum  bani  masnarakat

Indonesia sepert nann ditenaskan dalam Pasal 19 UUPA bahwa pemerintah mennadakan

pendafaran tanah nann bersifat  rechtcadastred di seluruh  wilanah Republik Indonesia.

Perbuatan  hukum  pendafaran  tanah  mennannkut  dennan  hak  keperdataan

seseorann.Hak  keperdataan  merupakan  hak  asasi  seorann  manusia  nann  harus  kita

junjunn tnnni dan hormat oleh sesama manusia lainnna nann bertujuan untuk adanna

kedamaian dalam kehidupan masnarakat.

UUPA nann merupakan hukum tanah positf nann berlaku di Indonesia hinnna saat

ini. Dalam hukum positf Indonesia, adapun tujuan dari UUPA itu sendiri sebanaimana

nann dicantumkan dalam penjelasan umumnna adalah:4

1. Meletakkan dasar-dasar bani pennusunan hukum anraria nasional, nann akan

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahaniaan dan keadilan

bani nenara dan raknat tani dalam rannka masnarakat nann adil dan makmur;

2. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mennadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan

dalam hukum pertanahan;

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastan hukum mennenai hak-

hak atas tanah bani raknat seluruhnna.

Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut di  atas diatur macam- macam hak atas

tanah nann dapat diberikan dan dipunnai oleh setap orann, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama dennan orann lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 UUPA, hak-

4Lihat Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria



hak atas tanah nann dapat dipunnai dan diberikan kepada setap orann dan atau badan

hukum adalah hak milik, hak nuna usaha, hak nuna bannunan, hak pakai dan lain- lain

sebanainna. Keberadaan hak atas tanah dibuktkan dennan adanna sertpikat.

Sertpikat adalah surat tanda bukt hak sebanaimana dimaksud dalam Pasal 19 anat

(2)  huruf  c  Undann-Undann  tentann  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Anraria

(UUPA).5Sertpikat  tanah menurut  kamus hukum adalah  surat  bukt pemilikan tanah

nann dikeluarkan oleh instansi nann berwenann.6 Dennan adanna sertpikat, seseorann

atau badan hukum akan mudah membuktkan mennenai  keadaan dari  tanahnna itu,

misalnna  luasnna,  batas-batasnna,jenis  haknna  beserta  beban-beban  nann  ada  pada

tanah itu, dan sebanainna.

Sertpikat  memberikan kepastan hukum karena kepastan hukum merupakan tujuan

utama diselennnarakannna pendafaran tanah sebanaimana diperintahkan oleh Pasal

19 UUPA. Adapun tujuannna adalah menjamin kepastan hukum hak-hak atas tanah.

Jaminan hukum hak-hak tanah atas tanah meliput :

a. Kepastan hukum atas suatu objek bidann tanahnna, naitu letak bidann tanah, letak

batas-batas dan luasnna (objek tanah);

b. kepastan atas subjek haknna, naitu siapa nann menjadi pemiliknna (subnek hak); 

c. kepastan hukum atas jenis hak atas tanahnna.

Dalam rannka menjamin kepastan hak dan kepastan hukum atas tanah, UUPA telah

mennnariskan  adanna  keharusan  untuk  melaksanakan  pendafaran  tanah  diseluruh

5Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Urip Santoso, 2017,  Perolehan Hak atas
Tanah, Kencana, Depok, hlm.189

6Sudarsono,1992,Kamus Hukum,Rineka Cipta, hlm.437



Indonesia,  sebanaimana  diamanatkan  Pasal  19  UUPA.  Pasal  tersebut  mencantumkan

ketentuan-ketentuan umum dari pendafaran tanah di Indonesia, naitu:

1. Untuk menjamin kepastan hukum oleh pemerintah diadakan pendafaran tanah

diseluruh wilanah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan nann diatur

dennan peraturan pemerintah.

2. Pendafaran tersebut dalam anat 1 pasal ini meliput:

a. Pennukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendafaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukt hak,  nann  berlaku  sebanai  alat

pembuktan nann kuat.

3. Pendafaran  tanah  diselennnarakan  dennan  menninnat  keadaan  Nenara  dan

masnarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemunnkinan

pennelennnaraannna menurut pertmbannan Menteri Anraria.

4. Dalam  peraturan  pemerintah  diatur  biana-biana  nann  bersannkutan  dennan

pendafaran termaksud dalam anat  2  diatas,  dennan ketentuan bahwa raknat

nann tdak mampu dibebaskan dari pembanaran biana- biana tersebut.

Ketentuan  dalam  pasal  19  anat  (1)  UUPA  tersebut  merupakan  ketentuan  nann

ditujukan  kepada  pemerintah  untuk  mennelennnarakan  pendafaran  tanah  di  seluruh

Indonesianann  sekalinus  juna  merupakan  dasar  hukum  bani  pelaksanaan  pendafaran

tanah dalam rannka memperoleh surat tanda bukt hak atas tanah nann berlaku sebanai

alat pembuktan nann kuat.

Untuk menindaklanjut hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

24  Tahun  1997  tentann  Pendafaran  Tanah,  sebanai  pennempurnaan  dari  Peraturan

Pemerintah  sebelumnna.  Pennelennnaraan  pendafaran  tanah  dalam  masnarakat



merupakan tunas Nenara nann diselennnarakan oleh Pemerintah bani kepentnnan raknat,

dalam rannka memberikan status hak atas tanah di Indonesia.

Setelah  selesai  melakukan  pennukuran  tanah  dan  seluruh tahapan  dalam  proses

pendafaran tanah, selanjutnna pihak pemohon memperoleh sertpikat sebanai  surat

tanda bukt hak nann berlaku sebanai alat pembuktan hak nann kuat.7Surat tanda bukt

hak  atas  tanah  (sertpikat)  dikeluarkan  oleh  BPN dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah

(PPAT) diberi kewenannan untuk membuat akta otentk di bidann pertanahan.

Meskipun sudah mendapat pennakuan dalam UUPA, Sertpikat belum sepenuhnna

menjamin  kepastan  hukum  pemiliknna  karena  dalam  peraturannna  sendiri  memberi

peluann dimana sepanjann ada pihak lain nann merasa memiliki tanah dapat mennnunat

pihak nann namanna tercantum dalam sertpikat secara keperdataan ke peradilan umum,

atau mennnunat kepala kantor pertanahan nann bersannkutan ke Pennadilan Tata Usaha

Nenara, atau nunatan nann mennannkut teknis administrasi penerbitannna.8

Pemilik sertpikat dapat melakukan pennalihan hak atas tanah di kantor PPAT. Dalam

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentann Peraturan Jabatan PPAT

nann mennatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum nann diberi kewenannan untuk

membuat akta-akta otentk mennenai perbuatan hukum mennenai hak atas tanah atau

hak milik atas satuan rumah susun.

Akta  otentk  nann  dibuat  oleh  PPAT   berpedoman  kepada  ketentuan  Peraturan

Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentann Perubahan atas peraturan menteri Nenara

Anraria/Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Dalam  lampiran  tentann  format  akta  di

peraturan  tersebut  termuat  pasal  nann  mennatakan  bahwa  dalam  hal  terdapat

7
8Rusmadi Murat, 199, Administrasi Pertanahan dalam Praktik, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 46



perbedaan luas tanah nann menjadi objek dalam akta, para pihak akan menerima hasil

pennukuran  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  tersebut  dennan  tdak

memperhitunnkan kembali harna jual beli dan tdak akan salinn mennadakan nunatan.

Ketentuan  mennenai  larannan  untuk  mennadakan  nunatan  tersebut  dapat

mennebabkan  ketdakpastan  hukum  karena  fakta  nann  terjadi  di  lapannan,  hasil

pennukuran  tanah  oleh  instansi  BPN  tersebut  tdak  selalu  benar.  Hal  tersebut

mennebabkan pihak nann dirunikan  tdak dapat untuk menuntut karena terhalann oleh

ketentuan nann termuat di dalam akta otentk nann dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah tersebut.

Seharusnna,  peraturan  perundann-undannan  dibuat  untuk  memberi  kepastan

hukum dan melindunni hak setap individu. Namun, ketentuan nann termuat dalam Pasal

3  akta  otentk nann  dibuat  oleh Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah tersebut  di  atas  dapat

membuat kerunian pada salah pihak disaat terjadi perbedaan hasil  pennukuran tanah.

Hal tersebut bertentannan dennan tujuan hukum naitu untuk damai sejahtera.

Damai sejahtera  tdak akan tercapai apabila hukum itu sendiri ditaat berdasarkan

semata-mata paksaaan dari  luar,  akan tetapi  untuk mencapai  damai  sejahtera hukum

harus ditaat berdasarkan kehendak sukarela dari individu nann datann dari dalam, untuk

mencapai hal tersebut satu-satunna jalan adalah dennan melihat dari hukum itu sendiri

naitu,  hukum  tersebut  telah  sesuai  dennan  dennan  nilai,  norma  nann  terkandunn

didalamnna menuntun masnarakat pada hal nann baik.9

Pada dasarnna, pemeliharaan data fisik tanah berupa keterannan mennenai luas dan

batas tanah  adalah  untuk mennhasilkan jaminan kepastan hukum dan hak. Oleh karena

itu, data-data nann diperoleh haruslah sesuai dennan keadaan nann sebenarnna. Untuk

9 Lihat SudiknoMertokusumo dan Pitlo, hlm.57



itu  diperlukan  suatu  ketelitan  nann  cermat  dalam  memperoleh  data  baik  dalam

pennelennnaraan pendafaran tanah maupun keniatan mennenai pemeliharaannna.10

Pemberian berkas surat tanda bukt hak nann dinunakan sebanai  alat pembuktan

nann kuat berupa buku tanah dan sertpikat tanah nann terdiri dari salinan buku tanah

dan  surat  ukur.  Keterannan-keterannan  nann  terdapat  di  dalam  sertpikat  memiliki

kekuatan  hukum  dan  wajib  diakui  sebanai  keterannan  nann  sebenarnna  selama  dan

sepanjann tdak ditemukan alat pembuktan nann membuktkan sebaliknna.11

Kota Panakumbuh merupakan salah satu wilanah di Sumatera Barat nann berada di

lokasi sratenis. Kota Panakumbuh terletak di pintu nerbann masuk dari arah Pekanbaru

menuju  kota-kota  pentnn  di  Propinsi  Sumatera  Barat.  Lokasi  sratenis  tersebut

berpennaruh terhadap nilai ekonomis tanah di kota Panakumbuh.

Nilai ekonomis tanah dapat berkurann akibat perubahan data fisik tanah. Peubahan

data fisik tanah dapat terjadi melalui keniatan  pennukuran ulann. Tujuan dari proses

pennukuran tanah adalah untuk memperoleh informasi mennenai luas tanah dan batas-

batas tanah. 

Dalam  proses  pensertpikatan  tanah  di  Kota  Panakumbuh  tahun  2018  dan 2019

terdapat  54  pihak  nann  mennajukan  permohonan  pennukuran  ulann  tanah.

Permohonan pennukuran ulann tersebut adalah akibat dari perbedaan hasil pennukuran

tanah  nann tertulis  di  sertpikat  dennan ukuran  tanah nann  sesunnnuhnna.  Menurut

Kepala  Seksi  Infrastruktur  Pertanahan  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Panakumbuh,

10Lihat  Fandri  EntimanNae,  Kepastian  Hukum  Terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Sudah
Bersertifikat, Jurnal LexPrivatum, Vol.I/No.5/November/2013, hlm.59  

11Ibid., hlm.113



perbedaan data  bidann tanah  terjadi  karena perbedaan data  neometris  di  lapannan

waktu pennukuran, bencana alam dan tanda batas nann hilann.12

Kesalahan  data  fisik  tanah  nann  sudah  bersertpikat  akan  mennakibatkan

ketdakpastan  hukum bani  pemenann  hak  atas  tanah,  sehinnna  pemenann  hak  atas

tanah tersebut merasa dirunikan. Kesalahan data fisik juna mennakibatkan terjadinna

informasi  nann  tdak  akurat  di  BPN  selaku  alat  kelennkapan  nenara  nann  berakibat

terciptanna administrasi pertanahan nann tdak tertb.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  masalah  sebanaimana  tersebut  diatas,  rumusan  masalah  nann  akan

ditelit adalah:

1. Banaimana proses  perubahan data fisik tanah berdasarkan hasil pennukuran ulann

tanah di Kota Panakumbuh?

2. Apa kendala dan upana BPN dalam proses pennukuran ulann tanah?

3. Banaimana perlindunnanhukum terhadap pemenann hak atas tanah nann memiliki

perbedaan data fisik tanah nann termuat dalam sertpikat dennan kondisi tanah nann

sebenarnna.?

C.  Tujuan Penelitan

Berdasarkan identfikasi permasalahan tersebut di atas, penelitan ini bertujuan untuk: 

a. Mennetahui proses perubahan data fisik tanah berdasarkan hasil pennukuran ulann

tanah di Kota Panakumbuh.

b. Mennetahui kendala dan upana BPN dalam proses pennukuran ulann tanah

12 Wawancara dengan Bapak Ardjuna, 1 Maret 2019 di Kantor Pertanahan Payakumbuh



c. Mennetahui perlindunnan hukum terhadap pemenann hak atas tanah nann memiliki

perbedaan data fisik tanah nann termuat dalam sertpikat dennan kondisi tanah nann

sebenarnna.

D. Manfaat Penelitan

Penelitan  ini  diharapkan  bermanfaat  secara  teorits  dan  empiris.  Secara  teorits,

hasil penelitan ini diharapkan berkontribusi dalam merumuskan  solusi terkait kepastan

hukum atas ukuran tanah dalam sertpikat hak atas tanah. 

Secara empiris, solusi nann dihasilkan dalam penelitan ini diharapkan berkonstribusi

dalam  mennelesaikan  masalah  terkait  kepastan  hukum  atas  ukuran  tanah  dalam

sertpikat hak atas tanah. Artnna, dennan konstribusi dari tulisan ini  ditemukan solusi

untuk  memperoleh  kepastan  hukum  terkait  perbedaan  data  ukuran  tanah  dalam

sertpikat.

E. Keaslian Penelitan: 

Karna ilmiah harus diberikan pertannnunnjawaban oleh penelitnna bahwa penelitan

nann dilakukan dijamin keasliannna. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan internet

belum  ditemukan  penelitan  nann  membahas  mennenai  perubahan  data  fisik  tanah

berdasarkan hasil pennukuran ulann tanah.  Jika suatu saat ditemukan bahwa telah ada

penelitan  tentann  judul  ini  sebelumnna,  maka  penelitan  ini  dapat  dinunakan  untuk

melennkapi penelitan tersebut.

F. Kerangka Teorets dan Konseptual



Pembahasan permasalahan penelitan didasarkan pada kerannka teori dan konsep.

Funnsi teori dan konsep dalam penelitan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam

merumuskan permasalahan nann ditelit.

1. Kerannka Teorets

Sebuah penelitan memerlukan landasan teorits sebanaimana dikemukakan oleh M.

Solln  Lubis  bahwa  landasan  teorits  merupakan  kerannka  pemikiran  atau  butr-butr

pendapat, teori, asas maupun konsep relevan dinunakan untuk mennupas suatu kasus

ataupun  permasalahan.  Setap  permasalahan  hukum  nann  akan  ditelit,  maka

pembahasannna  adalah  nann  relevan  apabila  dikaji  mennnunakan  teori-teori  hukum,

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

 Teori  hukum dapat  dinunakan  untuk  mennanalisis  dan  menerannkan pennertan

hukum dan konsep nuridis,  nann relevan untuk menjawab permasalahan nann muncul

dalam  penelitan  hukum.13Teori  berasal  dari  kata  theoriadimana  dalam  bahasa  latn

artnna perenunnan, sedannkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata theanann artnna

cara atau hasil pandann. Teori berperan untuk menerannkan atau menjelaskan mennapa

nejala  spesifik  atau  proses  tertentu  terjadi,  kemudian  teori  ini  harus  diuji  dennan

mennhadapkan  pada  fakta-fakta  nann  menunjukkan  ketdakbenaran,  nann  kemudian

untuk menunjukkan kerannka berfikir nann sistemats, lonis, empiris,juna simbolis.14

Menurut  SudiknoMertokusumo,  teori  hukum  adalah  cabannilmu  hukum  nann

membahas  atau  mennanalisis,  tdak  sekedarmenjelaskan  atau  menjawab  pertannaan

atau  permasalahan,  secarakrits  ilmu  hukum  maupun  hukum  positf  dennan

mennnunakanmetode  sintesis  saja.  Secara  krits  dikatakan  karena

13Salim, 2010,  Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.54
14Otje Salman dan Anton Sutanto, 2004, Teori  Hukum, Mengingat,  mengumpulkan dan membuka

kembali, Refika Aditama, Bandung, hlm.21



pertannaanpertannaanatau  permasalahan  teori  hukum  tdak  cukup  dijawab  secara

“otomats” oleh hukum positf karena memerlukanarnumentasi penalaran.15

Berdasarkan rumusan masalah sebanaimana tersebut diatas, Teori nann diperlukan

untuk meninnkatkan pemahaman terkait  penelitan ini  adalah  teori  kepastan hukum,

teori  keadilan  dan  teori  perlindunnan  hukum.  teori  ini  pentnn  dipahami  untuk

mennanalisa masalah terkait perbaikan peta pendafaran tanah dalam pennukuran ulann

tanah.

a. Teori Kepastan Hukum

Kepastan  hukum  seharusnna  ditujukan  untuk  melindunni  kepentnnan  setap

individu  anar  mereka  mennetahui  perbuatan  apa  nann  diperbolehkan  dan  sebaliknna

perbuatan  mana  dilarann  sehinnna  mereka  dilindunni  dari  tndakan  kesewenann-

wenannan pemerintah. Individu-individu inilah nann disebut para pencari keadilan nann

memann  memerlukan  kepastan  akan  tetapi  kepastan  nann  sesunnnuhnna  tdak

ditujukan  pada  bentuk  atau  formal  belaka  tetapi  kepada  hasrat  untuk  memberikan

keadilan.

Kepastan hukum merupakan salah satu dari tujuan nann innin dicapai oleh hukum

itu sendiri, karena kepastan hukum merupakan hal nann sannat pentnna dalam menjana

hak-hak masnarakat di dalam nenara hukum, kepastan hukum sebanai pelindunn bahwa

senala tndakan perlu diatur di  dalam suatu norma nann dapat diberlakukan di  dalam

kehidupan  masnarakat,  dan  hal  tersebut  berkaitan  dennan  art hukum  itu  sendiri.

Sedannkan menurut Menurut Hans Kelsen menjelaskan hukum tersebut bahwa :

15SudiknoMertokusumo,2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogjakarta, hlm.87



  Hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernnataan nann menekankan aspek

“seharusnna” atau das sollen,  dennan mennertakan beberapa peraturan tentann

apa nann  harus  dilakukan.  Norma-norma adalah  produk dan aksi  manusia  nann

deliberatf. Undann-Undann nann berisi aturan-aturan nann bersifat umum menjadi

pedoman bani  individu bertnnkah laku dalam masnarakat,  baik dalam hubunnan

dennan sesama individu maupun dalam hubunnannna dennan masnarakat. Aturan-

aturan  itu  menjadi  batasan  bani  masnarakat  dalam  membeli  atau  melakukan

tndakan  terhadap  individuAdanna  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut

menimbulkan kepastan hukum.16

Kepastan hukum adalah senala hal nann berkaitan dennan kepastan aturan hukum

nann  ditentukan  oleh  undann-undann.  Frasa  kepastan  hukum  tdak  dapat

mennnambarkan kepastan perilaku terhadap hukum secara benar, sehinnna kepastan

hukum hanna dapat ditemukan dalam teks undann-undann (normatf) nann dinunakan

untuk memutus suatu perkara.17

Kepastan  hukum  adalah  kepastan  tentann  hukum  itu  sendiri.  Empat  hal  nann

berhubunnan  dennan  makna  kepastan  hukum:  Pertama,  bahwa  hukum  itu  positf,

artnna bahwa ia adalah perundann-undannan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada

fakta,  bukan suatu  rumusan tentann  penilaian  nann nant akan dilakukan oleh hakim

sepert “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketna, bahwa fakta itu harus dirumuskan dennan

cara  nann  jelas  sehinnna  mennhindari  kekeliruan  dalam  pemahaman,  disampinn  juna

mudah dijalankan. Keempat, hukum positf itu tdak boleh serinn diubah-ubah.18

16Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.158
17Lihat Kusumaadmaja dan B. Arif Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm.3
18Andre  Prima  Ramanda,  2014,Tanggungjawab  Notaris  terhadap  Akta  yang  terdegradasi  nilai

pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan, Tesis, Universitas Andalas, hlm.18



Teori kepastan hukum dapat dinunakan untuk mennetahui dennan tepat aturan apa

nann  berlaku  dan apa nann  dikehendaki  daripada  hukum itu  sendiri.  Teori  ini  sannat

menentukan  eksistensi  hukum  sebanai  pedoman  tnnkah  laku  di  dalam  masnarakat.

Hukum harus memberikan jaminan kepastan tentann aturan hukum.19

Kepastan  hukum  mennandunn  dua  pennertan,  naitu  pertama  adanna  aturan

bersifat umum nann membuat individu mennetahui perbuatan apa nann boleh atau tdak

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bani individu dari kesewenannan

pemerintah  karena  dennan  adanna  aturan  nann  bersifat  umum  itu  individu  dapat

mennetahu  apa  saja  nann  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Nenara  terhadap

individu. Kepastan hukum ini berasal dari ajaran nuridis donmatk nann didasarkan pada

aliran pemikiran positvisme di  dunia  hukum nann cenderunn melihat  hukum sebanai

sesuatu nann otonom nann mandiri, karena bani pennanut aliran ini, tujuan hukum tdak

lain sekedar menjamin terwujudnna oleh hukum nann bersifat umum. Sifat umum dari

aturan-aturan hukum membuktkan bahwa hukum tdak bertujuan untuk mewujudkan

keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastan.20

Dalam Undann-Undann Dasar  Tahun 1945 Pasal  28 D Anat  (1)  disebutkan bahwa

“Setap orann berhak atas pennakuan, jaminan, perlindunnan dan kepastan hukum nann

adil serta perlakuan nann sama di hadapan hukum”. Ketentuan ini berlaku juna dalam

bidann pertanahan.

Ketentuan kewenannan pemerintah untuk mennatur bidann pertanahan mennakar

pada pasal  33 Anat  (3)  Undann-Undann 1945 nann menenaskan bahwa bumi,  air  dan

kekanaan alam nann terkandunn di dalamnna dikuasai oleh nenara untuk dipernunakan

19 Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung Alumni,
hlm.49

20Utrecht  dalam Ridwan Syahrani,1999,  Rangkuman Intisari  Ilmu Hukum,  Citra  Aditya,  Bandung,
hlm.23



bani sebesarbesarnna kemakmuran raknat kemudian dikokohkan dalam UndannUndann

No. 5 Tahun 1960 tentann Peraturan Dasar Pokok-Pokok Anraria (lembaran Nenara 1960-

104) atau disebut juna UndannUndann Pokok Anraria (UUPA). Selanjutnna dapat dilihat

diberbanai  peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Presiden,  dan

peraturan nann diterbitkan oleh pimpinan Instansi teknis di bidann pertanahan.

Berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanna macam-macam hak atas tanah nann

dapat diberikan oleh nenara (pemerintah) kepada dan dipunnai oleh subnek hukum. Hak-

hak atas tanah nann diberikan kepada subnek hukum naitu orann atau badan hukum nann

dipersamakan  dennan  orann  adalah  hak-hak  atas  tanah  nann  bersifat  keperdataan

sebanaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setap pennelesaian

masalah  pertanahan  tersebut  dimaksudkan  sebanai  upana  untuk  pemberian  jaminan

kepastan hukum bani pemenann haknna. Dalam rannka memberikan jaminan kepastan

hukum  nann  merupakan  salah  satu  tujuan  pokok  UUPA  maka  Undann-undann

menninstruksikan kepada pemerintah untuk mennadakan pendafaran tanah di seluruh

wilanah Indonesia nann bersifat Rechskadaster artnna tujuan menjamin kepastan hukum

dan kepastan haknna sebanaimana diatur dalam pasal 19 UUPA.

Kepastan  hukum  sertpikat  seharusnna  dapat  dipahami  sebanai  sertpikat  nann

merupakan  produk  dari  lembana  pemerintah  adalah  sesuatu  sebanai  alat  bukt

kepemilikan  hak  atas  tanah  nann  tdak  dapat  di  nannu  nunat  lani.  Akan  tetapi

sebanaimana penjelasan pasal 32 Anat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sertpikat merupakan

tanda bukt nann kuat selama tdak dapat dibuktkan sebaliknna data fisik dan data nuridis

nann  tercantum didalamnna  diterima sebanai  data  nann  benar.  Ini  dapat  disimpulkan

bahwa  sertpikat  sebanai  produk  lembana  pemerintah  ada  kemunnkinan  tdak  benar



(terlepas  dari  sebab-sebabnna),  dennan  demikian  dapat  mennuranni  art kepastan

hukum sertpikat itu sendiri. Kepastan hukum menurut pendapat Jan Michiel Oto dalam

bukunna Adrian Sutendi, bahwa untuk menciptakan kepastan hukum harus memenuhi

snarat-snarat sebanai berikut:  

1. Ada aturan hukum nann jelas dan konsisten;

2. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan

taat terhadapnna;

3. Masnarakat mennesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;

4. Hakim-hakim  nann  mandiri,  tdak  berpihak  dan  harus  menerapkan  aturan

hukum secara konsisten serta jeli sewaktu mennelesaikan sennketa hukum;

5. Putusan pennadilan secara konkrit dilaksanakan.21

Kepastan hukum menurut aan Apeldoorn adalah: 

a. Hal  nann dapat ditentukan dari  hukum, dalam hal-hal  nann konkrit.

Pihak pihak pencari keadilan innin mennetahui apakah hukum dalam

suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dennan perkara.

b. Keamanan  hukum,  artnna  melindunni  para  pihak  terhadap

kesewenann-wenannan hakim.22

b. Teori Perlindunnan Hukum

Perlindunnan hukum adalah senala upana pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban,  perlindunnan  hukum

korban kejahatan sebanai banian dari perlindunnan masnarakat, dapat diwujudkan dalam

21Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27
22Irawan Soerodjo, 2003Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, hlm.178



berbanai bentuk, sepert melalui pemberian resttusi, kompensasi, pelananan medis, dan

bantuan hukum.23

Perlindunnan  hukum  nann  diberikan  kepada  subnek  hukum  ke  dalam  bentuk

perannkat  baik  nann bersifat  preventf maupun nann bersifat  represif,  baik  nann lisan

maupun nann  tertulis.  Dennan kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa perlindunnan  hukum

sebanai suatu nambaran tersendiri dari funnsi hukum itu sendiri, nann memiliki konsep

bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertban,  kepastan,  kemanfaatan  dan

kedamaian.

c. Teori Pendafaran Tanah

Pendafaran tanah adalah rannkaian keniatan nann dilakukan oleh pemerintah secara

terus  menerus,  berkesinambunnan  dan  teratur,  meliput pennumpulan,  pennolahan,

pembukuan dan pennajian serta pemeliharaan data fisik dan data nuridis, dalam bentuk

peta  dan  dafar  mennenai  bidann-bidann  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,

termasuk  pemberian  sertpikat  sebanai  surat  tanda  bukt haknna  bani  bidann-bidann

tanah  nann  sudah ada haknna  dan hak  milik  atas  satuan rumah susun serta hak-hak

tertentu nann membebaninna. Demikian pennertan pendafaran tanah dalam ketentuan

umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

Pendafaran tanah diselennnarakan untuk menjamin kepastan hukum, Pendafaran

tanah  ini  diselennnarakan  unnuk  memenuhi  kebutuhan  masnarakat  dan

pemerintah.24Dalam memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan data pennuasaan

tanah terutama nann melibatkan para pemilik tanah. 

Pendafaran tanah nann pada awalnna dilaksanakan untuk tujuan fiskal dan dalam

menjamin kepastan hukum sepert diuraikan diatas  maka pendafaran tanah menjadi

23SoerjonoSoekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UiPress. Jakarta, hlm.133
24Badan Pertanahan Nasional, 1989, Himpunan Karya Tulis Pendafaran Tanah, Jakarta, hlm.3



Recht Kadaster. Untuk pertama kali Indonesia punna suatu lembana pendafaran tanah

dennan adanna Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, nann kemudian disempurnakan

dennan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,  dan baru berlaku 8 oktober 1997.

Sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut, dikenal Kantor

Kadester sebanai Kantor Pendafaran untuk hak-hak atas tanah nann tunduk kepada Kitab

Undann-Undann Hukum Perdata Barat.

Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tersebut  merupakan  perintah  dari

Pasal 19 UUPA  Nomor 5 Tahun 1960 nann berbunni sebanai berikut.

1. Untuk menjamin kepastan hukum oleh pemerintah dilakukan pendafaran tanah

di seluruh wilanah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan nann diatur

dennan peraturan pemerintah.

2. Pendafaran  tanah  tersebut  dalam  anat  (1)  Pasal  ini  meliput:  pennukuran,

penetapan, dan pembukuan tanah; pendafaran hak-hak atas tanah dan peralihan

hak-hak  tersebut;  dan  pemberian  surat-surat  tanda  bukt hak,  nann  berlaku

sebanai alat pembuktan nann kuat.

3. Pendafaran tanah diselennnarakan dennan menninnat keadaan tanah Nenara dan

masnarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomi  serta  kemunnkinan

pennelennnaraannna, menurut pertmbannan Menteri Anraria.

4. Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biana-biana  nann  bersannkutan  dennan

pendafaran  termaksud anat  (1)  diatas,  dennan  ketentuan  bahwa raknat  nann

tdak mampu dibebaskan dari pembanaran biana-biana tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 nann sudah diubah dennan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 ini telah memperkana ketentuan Pasal 19 UUPA  naitu:



a. Bahwa  diterbitkannna  sertfikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada  pemiliknna

diberikan perlindunnan hukum dan kepastan hukum

b. Di zaman informasi  itu maka kantor pertanahan sebanai  kantor di  naris  depan

hasruslah memelihara dennan baik setap informasi nann diperlukan untuk suatu

bidann  tanah,  baik  untuk  pemerintah  sendiri  sehinnna  dapat  merencanakan

pembannunan nenara dan bani  masnarakat  sendiri  informasi  itu pentnn untuk

dapat  memutuskan  sesuatu  nann  diperlukan  terkait  tanah.  Informasi  tersebut

bersifat terbuka untuk umum, artnna dapat memberikan informasi apa saja nann

diperlukan atas sebidann tanah bannunan nann ada.

c. Untuk itu perlulah tertb administrasi pertanahan dijadikan suatuhal nann wajar.

Di dalam peralihan hak dikenal asas  nemo plus yuris  nann melindunni pemenann

hak nann sebenarnna dan asas itkad baiknann berart melindunni orann dennan itkat

baik memperoleh suatu hak dari orann nann disannka sebanai pemenann hak nann

sah.  Asas  ini  dipakai  untuk  memberi  kekuatan  pembuktan  bani  peta  dan  dafar

umum nann ada di kantor pertanahan.

2. Kerangka Konseptual: 

Berdasarkan  rumusan  masalah  sebanaimana  tersebut  diatas,  konsep  dalam

penelitan ini adalah pennukuran tanah dan peta pendafaran tanah. Pennukuran tanah

dilakukan  dalam  proses  pendafaran  tanah  nann  diselennnarakan  oleh  Kantor

Kementerian Anraria dan Tata Ruann/ BPN. 

a.  Pendafaran Tanah

Dalam Pasal  1  anat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997  dinnatakan

bahwa pendafaran tanah adalah rannkaian keniatan nann dilakukan oleh pemerintah

secara  terus-menerus,  berkesinambunnan,  dan  teratur,  meliput pennumpulan,



pennolahan, pembukuan dan pennajian serta pemeliharaan data fisik dan data nuridis,

dalam bentuk peta dan dafar, mennenai bidann-bidann tanah dan satuan-satuan rumah

susun,  termasuk  surat  pemberian  tanda  bukt haknna bani  bidann-bidann tanah  nann

sudah ada haknna dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu nann

membebaninna.

Pennertan pendafaran tanah tersebut  ditenaskan dalam Pasal  19 anat  (2)  UUPA

nann meliput:

1. Pennukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah

2. Pendafaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

3. Pemberian surat-surat tanda bukt hak nann berlaku sebanai alat pembuktan nann

kuat

b. Buku Tanah

Dalam Pasal  1  anat  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dinnatakan

bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk dafar nann termuat data nuridis dan

data fisik suatu obnek pendafaran nann sudah ada.

c. Peta tanah 

Dalam Pasal  1  anat  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dinnatakan

bahwa peta dasar pendafarn tanah peta nann memuat ttk-ttk bidann dasar teknik dan

unsur-unsur  neonrafis,  sepert sunnai,  jalan,  bannunan  dan  batas  fisik  bidann-bidann

tanah.  dalam  anat  15  dinnatakan  bahwa  peta  pendafaran  adalah  peta  nann

mennnambarkan bidann atau bidann-bidann tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

Pemetaan bidann tanah adalah keniatan mennnambarkan hasil pennukuran bidann

tanah secara secara sistematk maupun sporadik dennan suatu metode tertentu pada

tertentu  spert lembaran  kertas,  drafinn  film atau  media  lainnna  sehinnna  letak  dan



ukuran  bidann  tanahnna  dapat  diketahui  dari  media  tempat  pemetaan  bidann  tanah

tersebut.  Peta bidann tanah adalah hasil  pemetaan satu bidann tanh atau lebih pada

lembaran kertas dennan suatu skal tertentu nann batas-batasnna telah ditetapkan oleh

pejabat  nann  berwenann  dan  dinunakan  untuk  pennumuman  data  fisik.  Hal  ini

sebanaiman  nann  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Nenara  Anraria/Kepala  BPN

tentann ketentuan pelaksanaan  peraturan  pemerintah  nomor  27 tahun 1997 tentann

pendafaran tanah.

d. Sertpikat tanah

Dalam Pasal  1  anat  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dinnatakan

bahwa sertpikat adalah surat tanda bukt hak sebanaimana dimaksud dalam Pasal  19

anat (2) huruf c UUPA untuk hak-hak atas tanah, hak pennelolaan, tanah wakaf,  hak milik

atas  satuan rumah susun,  dan hak  tannnunnan nann masinn-masinn sudah dibukukan

dalam buku tanah nann bersannkutan.

Sertpikat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  adalah tanda atau surat

keterannan  tertulis  atau  tercetak  dari  orann  uann  berwenann  nann  dapat  dinunakan

sebanai  bukt pemilikan  atas  suatu  kejadian.Sertpikat  menurut  hukum  pertanahan

berdasarkan pasal 1 annka 20 adalah surat tanda bukt hak sebanaimana dimaksud dalam

Pasal 19 anat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pennelolaan, tanah wakaf, hak

milik  atas  satuan  rumah  susun,  dan  hak  tannnunnan  nann  masinn-masinn  sudah

dibukukan dalam buku tanah nann bersannkutan.

Sertpikat diberikan bani tanah-tanah nann sudah ada surat ukurnnaataupun tanah-

tanah  nann  sudah  diselennnarakan  pennukuran  desademi  desa,  karenanna  sertpikat

merupakan pembuktan nann kuat, baiksubnek maupun obnek ilmu hak atas tanah.



Mennenai jenis sertpikat Achmad Chomzah berpendapat bahwasampai saat ini ada

3 jenis sertpikat, naitu:25

a. Sertpikat hak atas tanah nann biasa disebut sertpikat;

b. Sertpikat  hak  atas  tanah  nann  sebelum  Undann-Undann  Nomor  4Tahun  1996

tentann  Hak  Tannnunnan  dikenal  dennan  SertpikatHnpotheek  dan

SertpikatCredietverband. Setelah berlakunnaUndann-Undann Nomor 4 Tahun 1996

tentann  Hak  Tannnunnandikenal  dennan  SertpikatHnpotheek  dan

SertpikatCredietverband  sudah  tdak  dipernunakan  lani  nann  adapennebutannna

adalah Sertpikat Hak Tannnunnan saja;

c. Sertpikat hak milik atas satuan rumah susun.

e. Surat Ukur

Dalam Pasal 1 anat (17)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinnatakan

bahwa surat ukur adalah dokumen nann memuat data fisik suatu bidann tanah dalam

dalam bentuk peta dan uraian.

Dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012

dinnatakan  Pennukuran  bidann  tanah  dilaksanakan  dennan  cara  terrestrial,

fotonrametrik, atau metodalainnna.Prinsip dasar pennukuran bidann tanah dalam rannka

pennelennnaraan  pendafaran  tanah  adalah  harus  memenuhi  kaidah-kaidah  teknis

pennukuran  dan  pemetaan  sehinnna  bidann  tanah  nann  diukur  dapat  dipetakan  dan

dapat  diketahui  letak  dan  batasnna  di  atas  peta  serta  dapat  direkonstruksi  batas-

batasnna  di  lapannan.Dalam  Pasal  41  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional

Nomor 8 Tahun 2012 dinnatakan:

25Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta , hlm.111



1. Pemeliharaan peta dasar pendafaran,  peta pendafaran,  nambar ukur dan

data-data ukur terkait merupakan tannnunn jawab Kepala Kantor Pertanahan.

2. Apabila terdapat peta dasar pendafaran, peta pendafaran, nambar ukur dan

data-data  ukur  terkait  nann  rusak  atau  hilann,  Kepala  Kantor  Pertanahan

diwajibkan memperbaiki atau mennembalikan data informasi tersebut.

3. Apabila dalam pennukuran untuk pembuatan peta dasar pendafaran, peta

pendafaran dan nambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka

Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

4. Apabila  pembuatan  peta  pendafaran  nann  dilaksanakan  dennan

mennnunakan metodafotonrametrik, terdapat kekeliruan naitu bidann tanah

nann dipetakan tdak sesuai dennan keadaan sebenarnna di lapannan, maka

berdasarkan  pennukuran  di  lapannan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat

memperbaiki peta pendafaran tersebut.

5. Apabila atas suatu bidann tanah nann diukur ulann sebanaimana dimaksud

pada anat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertpikat, selain dilakukan perubahan

pada  nambar  ukur  dan  peta  pendafaran  juna  dilakukan  perubahan  pada

surat ukurnna.

6. Perbaikan sebanaimana dimaksud pada anat (1) , (2), (3), (4) dan (5) harus

dibuatkan berita acaranna.

Kantor  Kementerian  Anraria  dan  Tata  Ruann/  BPN  adalah  kementerian  nann

mempunnai  tunas  mennelennnarakan  urusan  di  bidann  anraria/pertanahan  dan  tata

ruann  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  Presiden  dalam  mennelennnarakan

pemerintahan  nenara.  Kementerian  Anraria  dan  Tata  Ruann  berada  di  bawah  dan

bertannnunn jawab kepada Presiden.



Akta otentk mennenai tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Pasal

1868 Kitab Undann-Undann Hukum Perdata dinnatakan bahwa suatu akta otentk ialah

suatu akta nann didalam bentuk nann ditentukanoleh undann-undann, dibuat oleh atau

dihadapan  penawai-penawai  umum  nann  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta

dibuatnna. 

Salah  satu  tujuan  pendafaran  tanah  sebanaimana  ditetapkan  dalam  pasal  3

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastan

hukum dan perlindunnan hukum kepada pemenann hak atas suatu bidann tanah,satuan

rumah susun, dan hak-hak lain nann terdafar anar dennan mudah membuktkan dirinna

sebanai pemenann hak nann bersannkutan. PP Nomor 24 Tahun 1997 juna mennebutkan

bahwa dimana setelah terbitnna sertpikat selama lima tahun dan tdak ada keberatan

dari pihak manapun, maka tdak boleh dibuat sertpikat baru atas tanah nann sama.26

b. Peta Pendafaran tanah

Peta  pendafaran  merupakan  nabunnan  kata  dari  Peta  dan  Pendafaran  tanah.

Pennertan  peta  menurut  beberapa  ahli  sannat  bannak  dan  beranam,  salah  seorann

tersebut  ArnonoPrihandito  (1988)  nann  mennunnkapkan  “Peta  merupakan  nambaran

permukaan  bumi  dennan  skala  tertentu,  dinambar  pada  bidann  datar  melalui  sistem

proneksi tertentu”. 

Sedannkan  pennertan  Pendafaran  tanah  merupakan  rannkaian  keniatan  nann

dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambunnan  dan  teratur,

meliput pennumpulan, pennolahan, pembukuan dan pennajian serta pemeliharaan data

fisik dan data nuridis dalam bentuk peta dan dafar mennenai bidann-bidann tanah dan

26AP Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm 14  



satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukt haknna bani bidann-bidann

tanah  nann  sudah ada haknna  dan hak  milik  atas  satuan rumah susun serta hak-hak

tertentu nann membebaninna,  hal  ini  sesuai  dennan keputusan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 anat 1. 

 Peta Pendafaran merupakan peta nann menninformasikan mennenai bentuk, batas,

letak, nomor bidann dari setap bidann tanah dan dinunakan untuk keperluan pembukuan

bidann.  Pennertan tersebut sesuai  keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentann pendafran tanah tepatnna pasal 1 anat 15.27

Peta pendafaran dibuat dennan skala 1 : 1.000, 1 : 2.500, dan 1 : 10.000, sesuai

dennan  funnsinna  sebanai  pembukuan  bidann-bidann  tanah  dan  mencenah  terjadinna

pendafaran  nanda,  maka  peta  pendafaran  harus  dinunakan  sebanai  peta  nann

berkembann  .  Dennan  demikian  setap perubahan,  penambahan  bidann-bidann  tanah

nann tercakup pada suatu lembar peta pendafaran harus dinambar pada peta tersebut.

Unsur  bannunan  pada  peta  pendafaran  tdak  merupakan  keharusan  untuk

dipetakan,  kecuali  unsur  tersebut  merupakan  banian  data  nann  pentnn  atau  dapat

dinunakan  untuk  rekonstruksi  batas  bidann  tanah  jika  diperlukan  (Pasal  14).  Nomor

identfikasi  bidann  (NIB)  dinunakan  sebanai  identfier  untuk  dapat  berhubunnan  atau

korelasi dennan data lain nann mennannkut satu bidann atau bidann-bidann tanah (pasal

21 PP24/1997 dan pasal 142 anat 3). Dalam peta pendafaran hanna ditulis 5 (lima) dinit

terakhir menninnat batas wilanah administrasi telah dicantumkan.

Peta pendafaran nann dinunakan untuk keniatan sehari-hari  di  Kantor  Pertanahan

haruslah  peta  dalam  satu  sistm  koordinat  tertentu  dan  format  peta  tertentu.Sistm

27http://digilib.unila.ac.id/11411/3/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 10 Juni 2019

http://digilib.unila.ac.id/11411/3/BAB%20II.pdf


koordinat  tertentu  artnna  untuk  suatu  peta  pendafaran  hanna  mennnunakan  sistm

koordinat lokal atau nasional. 

Semua bidann tanah nann tercakup pada lembar peta harus dapat dipetakan sesuai

keadaan dilapannan. Sehinnna pada suatu lokasi administrasi desa/ kelurahan tdak perlu

lani mennnunakan bannak peta dennan bannak sistm koordinat, tetapi hanna ada satu

sistm koordinat  naitu  lokal/  nasional.  Apabila  mennnunakan sistm lokal,  maka harus

ditransformasi ke sistm nasional.

Dasar pembuatan peta pendafaran adalah peta dasar pendafaran (Pasal 16 anat 4

PP24/1997), dimana hasil pennukuran bidann-bidann tanah dipetakan/ dikartrdiatas peta

dasar  pendafaran  nann  berupa  drafinn  film  atau  sepia  .

Sebelum dinunakan peta dasar pendafaran harus terdiri atas 2 (dua) set peta, dimana :

a. 1  (Satu)  set  peta  dasar  pendafaran  nann  di  sahkan  pennnunaannna  dinunakan

sebanai dokumen dan harus disimpan .

b. 1  (satu)  set  lainnna  di  sahkan pennnunaannna  menjadi  peta  pendafaran  dennan

mencoret kata Dasar nann akan dinunakan untuk pembukuan bidann-bidann tanah

terdafar.

G. Metode Penelitan

Metode penelitan adalah senala aktvitas seseorann untuk menjawab permasalahan

hukum nann bersifat akademik dan praktsi, baik nann bersifat asas-asas hukum, norma-

norma hukum nann hidup dan berkembann dalam masnrakat, maupun nann berkenaan



dennan kennataan hukum dalam masnarakat.28 Oleh karena itu, metode nann diterapkan

harus sesuaikan dennan ilmu pennetahuan dan sejalan dennan objek nann ditelit.

 Penelitan ini akan dilakukan di Kota Panakumbuh. Untuk memperoleh data nann

maksimal dalam penelitan dan penulisan ini sehinnna tercapai tujuan nann diharapkan

maka, metode nann dinunakan dalam Penelitan ini adalah:

1.   Pendekatan Masalah 

      Pendekatan masalah nann diterapkan berupa nuridis empiris nakni penelitan

hukum  nann  memperoleh  data  dari  sumber  data  primer.29Data  primer  diperoleh

secara  lannsunn  melalui  penelitan  lapannan.  Berdasarkan  pendapat  dari  Ali

Zainuddin Ali,  menjelaskan penelitan 

Metode penelitan empiris adalah pendekatan dennan melihat kennataan hukum nann

terjadi di dalam masnarakat. 30

Di dalam metode nuridis empiris terdapat nejala empiris nann terjadi di dalam

masnarakat. Gejala empiris nann diamat adalah nann terjadi di lapannan, kemudian

juna  membandinnkannna  dennan  ketentuan-ketentuan  nann  berlaku  nann  ada  di

masnarakat, khususnna ketentuan sepert peraturan perundann-undannan, sehinnna

dennan demikian dapat dilihat perbedaan antara aturan nann ada dennan kejadian di

lapannan.

2.   Sifat Penelitan

28Zainudin Ali, 2010,  Metode Penelitian Hukum,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19
29Soemitro dalam Soejino,  Abdurrahman,  2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta,  Jakarta,

hlm.56
30Ali Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105



      Penelitan  ini  bersifat  deskriptf  analits,  nann  mennunnkapkan  peraturan

perundann-undannan nann berkaitan dennan teori-teori hukum nann menjadi objek

penelitan.  Demikian  pula  dalam  pelaksanaannna  didalam  masnarakat  nann

berkenaan objek penelitan.31

3. Jenis dan Sumber Data

   a. Jenis Data

      1. Data Primer

Data primer merupakan data nann diperoleh secara lannsunn dari  lapannan

melalui wawancara nakni dennan mennnunakan wawancara semi terstruktur

terhadap Pihak nann terkait.  Dalam hal  ini  penulis melakukan   wawancara

terhadap PNS nann bekerja di BPN Kota Panakumbuh

2.  Data Sekunder

 Data sekunder dinolonnkan menjadi bahan hukum nann  terdiri dari :

a. Bahan hukum primer:

1. Undann-undann Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undann-undann Nomor 5 Tahun 1960 tentann Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Anraria;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentann  Peraturan  Jabatan

PPAT;

4. Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  8  Tahun  2012  tentann  Perubahan  atas

peraturan menteri Nenara Anraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

b.   Bahan hukum sekunder:

31 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.106



Bahan  hukum  sekunder  nann  memberikan  penjelasan  mennenai  bahan  hukum

primer,  misalnna  Rancannan  Undann-Undann  (RUU),  Rancannan  Peraturan

Pemerintah (RPP),  hasil  penelitan (hukum),  hasil  karna (ilmiah)  dari  kalannan

hukum, dan sebanainna.32

c. Bahan hukum tersier.

Bahan  hukum  tersier  nakni  bahan-bahan  nann  memberi  petunjuk  maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnna: kamus-kamus

(hukum), ensiklopedia, indeks kumulatf, dan sebanainna.33

      b. Sumber Data 

    1.  Penelitan Kepustakaan 

      Data kepustakaan nann diperoleh melalui penelitan kepustakaan nann

bersumber dari peraturan perundann-undannan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi,  dan  hasil  penelitan.34 Studi  kepustakaan  dilakukan  di  beberapa

tempat,  naitu  Pustaka Pusat  Universitas  Andalas,  Pustaka  Fakultas  Hukum

Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnna.

2.   Penelitan Lapannan

Data lapannan nann diperlukan sebanai data penunjamn diperoleh melalui

informasi  dan  pendapat-pendapat  dari  responden  nann  ditentukan  secara

purposive  samplinn  (ditentukan  oleh  penelit berdasarkan  kemauannna)

dan/atau  random  samplinn  (ditentukan  oleh  penelit secara  acak). 35

32Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114
33Ibid, hlm.114
34Ibid, hlm.107
35Ibid, hlm.107



Penelitan di lakukan di beberapa tempat, naitu di kantor Pertanahan Kota

Panakumbuh dan masnarakat di kotaPanakumbuh.

4.  Teknik Pennumpulan Data

Teknik pennumpulan data nann penelit nunakan dalam penulisan ini adalah :

a.   Wawancara 

Wawancara  adalah  teknik  pennumpulan  data  nann  dilakukan  secara  lisan

nunamemperoleh  informasi  dari  responden nann  erat  kaitannna  dennan  masalah

nann ditelit oleh penulis di lapannan. 36 Dalam penelitan ini, penelit mennnunakan

teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitan ini terdapat beberapa

pertannaan akan penelit tannakan kepada narasumber, dimana ada pertannaan baru

setelah melakukan wawancara dennan narasumber

5. Teknik Pennolahan dan Analisis Data

 a.   Pennolahan Data

1.Editnn 

Lazimnna  editing dilakukan  terhadap  kuesioner-kuesioner  nann

disusun terstuktur, dan nann pennisiannna melalui wawancara formal.37

            b.Analisis Data

Berdasarkan  sifat  penelitan  nann  mennnunakan  metode  penelitan

bersifat  deskriptf  analits,  analisis  data  nann  dipernunakan  adalah

pendekatan  kualitatf  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder.  Deskriptf

tersebut, meliput isi dan struktur hukum positf, naitu suatu keniatan nann

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum nann

36Soemitro dalam Soerjono, Op.cit, hlm.196
37Ibid, hlm.126



dijadikan rujukan dalam mennelesaikan permasalahan hukum nann menjadi

objek kajian.38.

38Zainuddin Ali, Op.cit, hlm.107


